BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU

TERTENTU

Harta benda ternyata mempunyai kedudukan yang sqregding,
tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusiah REena itu sudah
sewajarnya kita bersyukur kepada Allah SWT, kar@r@Quran dan Sunnah
Rasulullah sangat memperhatikan terhadap segalaydra berhubungan
dengan harta kekayaan. Kaitannya dengan harta &akayslam membawa
seperangkat hukum, antara lain : Syariat tentangaksan, tentang zakat,
infag, shadaqah, hibah dan syariat tentang wakaf.

Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaem
dimaksudkanuntuk membangun sarana dan prasarana yang dilantublieh

masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraaduggdm manusia.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf
1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasl, al Waqfu
bentuk masdar dari susunfiiil (kata kerja) & 5 — 3, — a8 5 kataal waqfu
semakna dengan katal Habsyang berasal dari kata bentaokashdardari
susunarfi'il  Lws — gusy — (s yang keduanya mempunyai arti yang sama
yakni menahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wakaf diartika

“sesuatu yang diperuntukan bagi kepentingan umubagse derma atau

! Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlokamus Al- ‘Ishri,YogyakartaMulti Karya
Grafika, 2000, him.2034
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untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan aigansedangkan
dalam Ensiklopedi Islamwakaf didefinisikan: “perpindahan hak milik atas
suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama demgarmmenyerahkan harta
itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga oraupmbaga untuk
digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allh”.

Secara terminologi, banyak ahli figh yang mendsikan wakaf
sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq
) s 3 Aalia iy g JLall G (51 55l it S G

Artinya:” wakaf adalah menahan harta dan memberikaanfaatnya
dijalan Allah.”

b. Imam Tagqiyuddin Abi Bakr
Slad il L ) d 4ailie Cojeal Jue s diie oli) g 4y g LY (Say

Artinya: Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengaanbimanfaat
beserta menahan dan menghentikan harta yang degabid
manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk meniakaliri
kepada Allaf?,

Menurut Abu Hanifah bahwa harta yang telah diwa&afitu tetap
milik wagqif, bahkan dibenarkan menarik kembali dan menjualnia.waqif
wafat, harta tersebut menjadi harta warisan bulitvedrisnya. Jadi yang
timbul dari wakafnya hanyalah * menyumbangkan matmfza “.

Kemudian menurut Madzhab Maliki, wakaf dilakukan ngan

mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sedergan keinginan

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemmb&sjemsa Indonesia,
Kamus Besar Bahasa Indonedialai Pustaka, Jakarta, 1989, him.1006

% Dewan Redaksi IslanEnsiklopedi Islamichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989,
him. 168

* Sayyid SabigFigh SunnahJjuz 3, Maktabah Dar al Turas, Kairo, him.378

*Tagiyuddin Abi Bakr,Kifayah al Akhyar,Juz 1, Mesir: Dar al Kitab al- Araby,
him. 319



b)

18

pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahandaeitu dari penggunaan
secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaataiinppa untuk tujuan
kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara segang benda itu tetap
menjadi milikwagqif®

Sedangkanpengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagaiuierik
Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelmi@ang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari benda milikngan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepantinigadat atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tergangertian benda

wakaf adalah :

“Segala benda baik bergerak atau tidak bergerakg yaemiliki daya tahan
yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menajartan Islam”

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasaydt (1) menyatakan
bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wagqif untuk memisahkdan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untulamfi@atkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan nkeg@nnya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum niesyamnah”

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang PelaksanaarNoU41 Tahun
2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan &ahw

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wagqif untuk memisahldan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untulamfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan nkEgennya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum nieByati'ah.”

® Depag RI,Fikih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,
2005, him. 7
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Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranyaatddpgarik cakupan
bahwa wakaf meliputi:
a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya at#ak habis apabila dipakai.
c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pknyh, kemudian harta
tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataugiperjual belikan.
Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingaom sesuai

dengan ajaran Islafh.

2. Dasar Hukum Wakaf
Wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam AF@n, namun

demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf u@la secara implisit.
Misalnya firman Allah:

a. QS. Al Bagarah ayat 267

BNXVUORCOIL O ¢ LA L I o BAHOROIRDOEO
7 2N N6 COZBn0C JIRSRN B-0->08 AL
e mie1 Nk 12174 Jm |0} #0008 €0 CheEsd=80E
22 gu = &V IAOFT Do I FHITQHE 228w
€08 A& O N@ A M @a 3 BXOCO00000
NOBFONP ¢*A N 2€IS0 e ¢)0>00 A%
el 0. 00" BXUo>B0000D 00 PeRD
=0BEXIN AFa 3= OHOL BH-MOACORHEER €0
XN JF NO0NOHRO

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan{dh jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dangssbaari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan jarhgja kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan pidanya,

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya medairdengan

" Ahmad Rofiq,0p, cit,him. 491.
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memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, &ahiah
Maha Kaya lagi Maha Terpdji.

b. QS. Ali Imron ayat 92
0 #BRO OFw@wdwa sk BHXAAwe O%esx Ilew
48 @0F ORI ML 0008 BHXU>00,HCD
A Forde O R e AT XI* TN BHA>Q, ACD <
G A BHORNEHEN D OV

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada ki&aay (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagiam yaarg
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka
Sesungguhnya Allah mengetahuiriya.

c. QS. Al Hajj ayat 77
BNXURCOL O aoCQ LA Lo de @ BANOOTIKOEO

BXOCO> PR H€0 BURDBIO I
VISR R 6] BXOCO€EIIRa €0
€O Wwa B-ODHAD o €0

&I I 0O PO RESHAD « J2DT%HED W

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamsujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, sukpaya
mendapat kemenang&h.

Selain dalam al-Qur'an di dalam hadist juga dijedes tentang
shodagah secara umum yang dapat difahami sebadaf.waiantaranya
Sabda Nabi SAW:

A5 (e V) Alee Ate bl i) o 131 1 Al s e 4l Lo 4 Sy O 50 o 00
Malan ol 50) Alsen wlla aly 5l a0 aiiiy ple 5l & s dBaua

8 Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'anar@em PT. Tanjung mas
Inti, 1992, him.67

° Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Quranar@egi PT. Tanjung mas
Inti, 1992, him.91

'%1bid, him.523

™ Imam Muslim,Shahih Muslim Jilid I1Beirut: Dar al-Fikr, 1993, him. 70
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Artinya : Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungmyd Rasulullah Saw.
bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putastetnya
kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyahy a®u yang
dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'gtanfHR.
Muslim).

s (A L8 Ll e alug adde Al (Lo dl) Joy JB | JB aie A a5 0 0 ol 00

12 il ol 55 ) v Aalll o g 43l jee 8 4l 509435 5 dum b Lilaaia) 5 Ulayl 4

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sawtdadda: Barang siapa
mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan peimanan
dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kem@ngu
menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiafH&. al-
Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakau satu ibadah
yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manéatt lang diwakafkan
itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakafatr meninggal dunia.
Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompolalajariyah (yang
mengalir).

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalagnb&gai
peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentana Taara

Perwakafan Tanah Milik.
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentBegncian

Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata CamaRaian Tanah

Milik.

12 Abu Abdillah al-BukharySahih al-Bukharihadis No. 1621
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d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonésia Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24uifal990
tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tenRelgksanaan
Penyertifikatan Tanah Wakaf.

f. Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991 tentang KéampiHukum
Islam?®

g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

h. Peraturan Pemerintah Rl No. 42 Tahun 2006 tentagkfanaan UU

No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. Syarat dan Rukun Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi ruttan syaratnya.

Adapun rukun wakaf ada empatyaitu :
1. Wagif(orang yang berwakar)
2. Mauquf bih(harta wakarf)
3. Mauquf ‘alaih(tujuan wakaf)
4. Shighat (pernyataan atau ikrawvaqif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta benda miliknya.
Namun, UU Nomor 41/2004 pada Pasal 6 menambahanruakaf

dengan®

13 Elsa Kartika SariPengantar Hukum Zakat dan Wdkaakarta : Grasindo, 2007,
him. 57-58

14 Farida Prihatini,et al, Hukum Islam Zakat dan Wakalakarta: Papas Sinar
Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Univassihdonesia (Ul), 2005, him. 110-111

15 Hadi Setya Tunggadp.cit. him. 10
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5. Nadzir (pengelola wakaf)
6. Jangka waktu wakaf.
Dari tiap rukun wakaf diatas, harus memenuhi sysyatat sebagai

berikut:

. SyaratWagqif

Orang yang mewakafkanwéqif) disyaratkan memiliki kecakapan
hukum atau kamalul ahliyah (legal competent dalam membelanjakan
hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi enkpiééria, yaitu :

a. Merdeka

b. Berakal sehat

c. Dewasa (baligh)

d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/félai)

Pada pasal 8 UU No.41 Tahun 2004 dikemukakan bahagif
perorangan dapat melakukan wakaf apabila memerarsygratan dewasa,
berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuat&om, dan pemilik sah
harta benda wakaf. Sedangkan bagqif yang berasal dari organisasi dapat
melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan orgsinisauk mewakafkan
harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengggaan dasar organisasi
yang bersangkutan.

Kemudian bagi waqif yang berasal dari badan hukum dapat

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badakunhu untuk

16 Depag,Fikih Wakaf Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan WaKké,
him.21-22
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memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sedeagan anggaran
badan hukum yang bersangkutan.
Syarat-syaratvaqif adalah sebagai berikut:

. Wagif yang menentukan macam wakaf dan tujuannya.

. Wagif tidak boleh mengubah status masjid menjadiafveangsung.

. Waqif tidak boleh mengubah status wakaf abadi nadgnjakaf sementara,
akan tetapi diperbolehkan sebaliknya.

. Wagif diperbolehkan membuat syarat agar bisa memagdn wakaf bagi
dirinya, istri dan anak-anaknya.

Hak-hak wagqif antara lain:

. Hak menambah orang baru yang berhak mendapatkafaabhamakaf dan
menambah tujuan-tujuan baru, baik ditetapkan ursesaentara maupun
selamanya.

. Hak mengeluarkan sekelompok orang yang berhak rpatieen manfaat
wakaf dan menambah tujuan-tujuan baru, baik dikstapntuk sementara
maupun selamanya.

. Hak mengubah bagian orang-orang yang mendapatkafaatavakaf, baik
dengan cara mengurangi atau menambabh.

. Hak menambah modal wakaf.

. Hak menetapkan syarat mendapat manfaat wakaf kegyal istri dan
anak-anaknya, baik sebagian dari pendapatan wakafpum secara

keseluruhan.

17 Ahmad RofigHukum Islam Di IndonesiRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
him. 493
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Hak menetapkan sebagian pendapatan wakaf untuknnibaamodal wakaf
dan secara bersama turut diinvestasikan.
. Hak memilih nazhir dan cara memilihnya serta mentgga.
. Hak menukar benda wakaf dengan benda wakaf lainnya.
Menurut Abu Hanifah,waqif berhak untuk menarik kembali wakafnya,
karena menurutnya wakaf tidak berupa kehart®an.
Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa :

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau oramgroyang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukurk tethalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sengat daewakafkan benda
miliknya dengan memperhatikan peraturan perundagggan yang
berlaku.

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang walediwia :
Wagqifmeliputi :

a. Perseorangan;
b. Organisasi;
c. Badan Hukum;

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tpniakaf,
bahwa :

a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyarataasale berakal
sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukwemilR sah harta
benda wakaf;

b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan @@sini untuk
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi seder@gan anggaran
saran organisasi yang bersangkutan;

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan isegnuntuk
mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum aesengan
anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

18 H.Muhyiddin Mas RidaManajemen Wakaf Produktiflakarta: Khalifa, 2005.
him.167
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Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 4nr2004
tentang wakaf Pasal 1 ayat 2
Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta bendikmyg.
2. SyaratMauquf bih(harta wakaf)

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adaladgai berikut:

a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjichek habis sekali
pakai

b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau bdmlgum

c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurnderaebas dari
segala pembebanan, ikatan, sitaan dan serfgketa

d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkatau dipergunakan
selain wakaf?

Pada awal permulaan wakaf disyari’atkan yakni paal@man Rasul,
sifat dari harta benda wakaf ialah harta yang talaam dan bermanfaat
seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulaenpendapat bahwa
harta selain tanah dan kebun pun dapat dimanfaatkahbermanfaat dan
tahan lama.

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 haruspaken benda milik
yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaangdgkesa.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004&rignivakaf,

bahwa :

19 Abdul Hakim, Hukum Perwakafan di Indonesigjputat : Ciputat Press, 2005,
him. 20
%0 sayyid SabigFikih SunnahJuz Ill, him. 552



27

Harta benda wakaf terdiri dari :
a. Benda tidak bergerak, meliputi :

1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan perapgamdang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yasigmb
terdaftar;

2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di seédsgaimana
dimaksud pada huruf 1;

3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah;

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengamtkein syari’ah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentyamiah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habisnk dikonsumsi,

meliputi

1) Uang,

2) Logam mulia,

3) Surat berharga,

4) Kendaraan,

5) Hak atas kekayaan intelektual,

6) Hak sewa, dan

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan sydamahperaturan

perundang-undangan yang berlaku sepeushaf buku dan kitab.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 4Lnraoo4

tentang wakaf Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi :
a. Benda tidak bergerak;

b. Benda bergerak selain uang;
c. Benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1
Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan dB@sal 15 huruf a
meliputi :

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan PeraturandBeg-undangan
baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri ditatesh sebagaimana
dimaksudkan pada huruf a.

a.

b.

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
d.

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengamtikien Peraturan
Perundang-undangan; dan
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Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuasip syari'ah dan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :

a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau beludaftar;

b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakaaslitanah
Negara,;

c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pdagelatau hak
milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hakgelnlaan atau hak
milik.

d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1 lsudimaksudkan

sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukanppsten hak dari

pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimagbkadd ayat (1)

wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wagqif secara sainta bebas dari segala

sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya afywakafkan untuk
jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak tataash sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud agat (1) dapat
diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman aantenda-benda
lain yang berkaitan dengan tanah.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayaar{t))dyperoleh dari
instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMBX) pemerintah
desa atau sebutan lain yang setingkat dengan jib mandapatkan izin
dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Rergncdangan.

Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang
Pasal 19

Benda digolongkan sebagai benda bergerak kareatnyaf yang dapat
dipindah atau dipindahkan atau karena ketetapaangadndang.

Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak ygreg déihabiskan dan
yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena peamakmiak dapat
diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yaegsediaannya
berkelanjutan.
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4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karemmakaian dapat
diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan pringp’ah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafieiputi :

1) Kapal;

2) Pesawat terbang;

3) Kendaraan bermotor;

4) Mesin atau peralatan industry yang tidak tertanmaga bangunan;

5) Logam dan batu mulia; dan/atau

6) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda berdexradna sifat dan
memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Paghuti@angan yang
dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan demyansip syari’ah
sebagai berikut :
a. Surat berharga yang berupa;
1. Saham
2. Surat Utang Negara
3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengaug.ua
b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa,;
Hak cipta
Hak merk
Hak paten
Hak desain industry
Hak rahasia dagang
Hak sirkuit terpadu
Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
. Hak lainnya
c. Hak atas benda bergerak lain yang berupa;
1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas besidgerak; atau
2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapagititatas benda
bergerak.

ONOoOGOAWNE

Paragraf 3
Benda Bergerak Berupa Uang
Pasal 22 ayat 1 dan 2

1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata ugmgtr;
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2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalamamanhg asing,
maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam tupia
Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab datamantaukan
syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu:
Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang divkakatu :

a. Harus bernilai harta menurut syara’ dan merupakend® tidak bergerak.
Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkanena minuman
keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalamdgegan syara’.
Disamping ituhaqq al-irtifag (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak
boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak ssuk harta bagi
mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa uhienjgek wakaf,
karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.

b. Tentu dan jelas.

c. Milik sah wagif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak@idain
pada harta itu.

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwledafitu :

a. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.

b. Harta tertentu dan jelas

c. Dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jamitamgyu dan harta
yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafR&an tetapi Ulama

Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewantuk
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dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, danabiak bergerak
lainnya.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensiaratharta
yang diwakafkan itu :
a. Sesuatu yang jelas dan tentu
b. Milik sempurna wagqif dan tidak terkait dengan hang lain
c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-m&nempa dibatasi

waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat lamgge seperti
makanan tidak sah wakafnya. Disamping itu, menumateka, baik harta
bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupute hadak bergerak,

seperti rumah dan tanaman, boleh diwakaffan.

. SyaratMauquf ‘Alaih(tujuan wakarf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yangaisedan
diperbolehkan menurut syari’at Islam. Karena padasathya wakaf
merupakan ibadah untuk mendekatkan dagérrub) kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Tujuan wakafm@uquf ‘alail) merupakan wewenangaqif.
Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolonguaedanya sendiri
sebagai wakaf keluarg&dViakaf Ahl), atau untuk fakir miskin dan lain-lain,
atau untuk kepentingan umuiVékaf Khair).

Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk :

2L PT Ichtiar Baru Van HoeveEnsiklopedi Hukum Islamlakarta : PT Intermasa,
2003, cet 6, him.1906
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a. Kebaikan

b. Mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kephiye?

Oleh itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untu&péntingan
maksiat atau membantu mendukung dan atau untukrtujaksiat.

Namun terdapat perbedaan antara para figih mengenai ibadat
disini, apakah ibadat menurut keyakinan wagqif &aduanya, yaitu menurut
pandangan Islam dan keyakinan wagqif.

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan adaauquf ‘alaih (yang diberi wakaf)
ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islammdanurut keyakinan
wagif. Jika tidak terwujud salah satunya maka waikiak sah, karena itu:
1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'l@msdan pihak

kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakiémpat

penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain sgyiar Islam
dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, sekleb judi.

2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum sefgenjpat ibadat
dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjga Inasijid,
bantuan kepada jama’ah haji dan lain-lain. Adapepakla selain
pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pagataagamanya
saja seperti pembangunan gereja, biaya penguresajadgukumnya
tidak sah.

b. Madzhab Maliki mensyaratkan aghftauquf ‘alaih (peruntukan wakaf)

untuk ibadat menurut pandangan wagqif. Sah wakafimukepada semua

%22 Ahmad Rofig, Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman 8Ssi
Semarang: Pustaka Pelajar, 2004, him. 323.
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syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. dan tskk wakaf non
muslim kepada masjid dan syari’at-syari’at Islam

c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan aguquf ‘alaih adalah
ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memg@nlayakinan
wagif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslepada badan-badan
sosial seperti penampungan, tempat peristirahbtatan kebajikan dalam
Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslinm geon muslim
kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan desigam seperti gereja.
Secara khusus ahli figih dari Madzhab Syafi'i ($yafah) membagi
tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orangntu (baik satu
orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertéhtu.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004)utisan :
Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf.ahlaeinda hanya dapat
diperuntukkan bagi
a. Sarana dan kegiatan ibadah,

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, ygiiatu, beasiswa,

d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidalebemgan dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan.

. SyaratShighat(ikrar)

Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendakagif yang diucapankan

secara lisan dan /atau tulisan kepada Nazhir umeakafkan harta benda

miliknya.

% Muhammad al-Khathibal Igna’ (Bairut : Darul Ma’rifah) dan Dr. Wahbah
Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa ‘Adillatuhu(Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu’ashir), dikutip
oleh Direktorat Pemberdayaan Wakiigih Wakaf Jakarta : Departemen Agama RI, 2006,
him. 47-48
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Para fugaha’ telah menetapkan syarat-sysinaghat (ikrar), sebagai
berikut :

a. Shighatharus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu beksfal
(ta’bid). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak .skain halnya
mazhab Maliki yang tidak mensyaratkarbid sebagai syarat sah wakaf

b. Shighatharus mengandung arti yang tegas dan tunai

c. Shighatharus mengandung kepastian, dalam arti suatu vialekf boleh
diikuti oleh syarat kebebasan memili

d. Shighattidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatakkaperti
mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan naksia

Ada perbedaan pendapat antara Ulama’ Madzhab dakanentukan
syarat sighat (lafadz). Syarat akad dan lafal wake&iup dengan ijab saja
menurut ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambamuh, menurut
ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, dalamadkvakaf harus ada
ijab dan kabul, jika wakaf ditujukkan kepada pittahg tertentd’

Sedangkan didalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa :

1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakanwakaf dihadapan
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf untuk melaksandian wakaf.

2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menfggama.

3) Pelaksanaan lkrar, demikian pula pembuatan Akt Mrakaf, dianggap
sah j_ika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang+kgnya 2 (dua) orang

4) SI,D?TZ:;n melakukan lkrar seperti dimaksudkan ayat pih)ak yang
mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabgttgesebut dalam

pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
a. Tanda bukti pemilikan harta benda,

% Wahbah ZuhailiAl-Figh al-Islami wa Adillaty Juz VIII, Beirut: Daar al-Fikr, t.
th., him.196

PT Ichtiar Baru Van HoeveEnsiklopedi Hukum Islamlakarta : PT Intermasa,
2003, cet 6, him. 1907
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b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak tetgmaka harus
disertai surat keterangan dari Kepala Desa, ygoeykiiat oleh Camat
setempat yang menerangkan pemilikan benda tidakgeksdk
dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelgyagkaari benda
tidak bergerak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 206tarig

wakaf, bahwa :

1)
2)

3)

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayadling sedikit
memuat :

Nama dan identitas waqif;

Nama dan identitas nadzir;

Data dan keterangan harta benda wakaf;

Peruntukan harta benda wakaf, dan

e. Jangka waktu wakaf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakafbagmimana
dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peratwarefntah.

apow

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 4Lnraoo4

tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa :

1)

2)

3)

4)

5)

Wagqif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hataBPAIW dalam
Majelis lkrar Wakaf sebagiamana dimaksud dalamIRBfsayat (1)

Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1ljiigeoleh Mauquf
alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadziukirkepentingan
Mauquf alaih.

Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wagqif dan ditexioleh Nadzir
dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling gedémuat :

a. Nama dan identitas Waqif;

b. Nama dan identitas Nadzir;

c. Nama dan identitas Saksi;

d. Data dan keterangan harta benda wakaf;

e. Peruntukan harta benda wakaf; dan

f. Jangka waktu wakaf.

Dalam hal Waqif adalah organisasi atau badan hukoaka nama dan
identitas Wagqif sebagaimana dimaksud pada ayath(#uf a yang
dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus oggarasau direksi
badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan katesiggaran dasar
masing-masing.
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6) Dalam hal Nadzir adalah organisasi atau badan hukoska nama dan
identitas Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayath@)f b yang
dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkaim pengurus
organisasi atau badan hukum yang bersangkutani sesgan ketentuan
anggaran dasar masing-masing.

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan olehifwagpada nadzir
dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAdfgan disaksikan
oleh 2 orang saksi.

Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) berdasarRaraturan
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kabbiarsan Agama
(KUA) ditunjuk sebagai PPAIW.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf ddala
a. Dewasa
b. Beragama Islam
c. Berakal sehat
d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Dalam halwaqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisau at
tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakafer alasan yang

dibenarkan oleh hukumyagif dapat menunjuk kuasanya dengan surat

kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang sZksi.

5. Syarat Nadzir
Pada Pasal 6 ayat (1) dalam UU Nomor 41/ 2004 tliosikan Nadzir

sebagai salah satu unsur atau rukun wakaf. Nadpatdoerupa perorangan,

28 |bid, him. 63
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organisasi atau badan hukafMmAdapun, syarat yang harus dipenuhi bagi
Nazhir perorangan, yakni;

a. WNI

b. Beragama Islam

c. Dewasa

d. Amanah

e. Mampu secara jasmani dan rohani

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Apabila Nazhir berbentuk organisasi maka syarag)yearus dipenuhi
selain pengurus organisasi memenuhi persyaratanhiNgzerorangan,
organisasi itu harus bergerak di bidang sosialdiggman, kemasyarakatan
dan /atau keagamaan Islam. Jika berbentuk badamhukaka badan hukum
tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang tdibesesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedanbhukum tersebut
bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan /ataukeagamaan
Islam. Tentunya pengurus badan hukum yang berstangltetap memenuhi
persyaratan Nazhir perorang@rSedangkan pada KHI pasal 215 (4) syarat
nadzir perorangan ditambah dengan adanya ketentadair bertempat
tinggal di kecamatan tempat letak benda diwakafkan.

Kewajiban nadzir atas benda wakaf diatur dalam |p22a KHI jo

pasal 7 PP No.28 Tahun 1977 sebagai berikut:

%" Hadi Setya Tunggap.cit.him, 4
28 |bid, him. 6
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1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertangguvelp atas
kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan kafavasesuai dengan
tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang didélr mentri agama.

2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkada aemua hal yang
menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudi&imdayat (1)
kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan seteohmagan
tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Cateshgat.

Dalam pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28 Tahum t@tyatakan
“nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilgang jenis dan
jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan ataanstajelis Ulama
Kecamatan dan Kantor Urusan Agama ((KUA) kecamsgt@mpat”.

Kemudian yang berhak menentukn nadzir wakaf adaleif.
Mungkin ia sendiri menjadi nadzir, mungkin diserahkkepada orang lain
baik perorangan maupun organisasi. Namun agar gefam dapat
terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka penteribeahak campur
tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenaialaian, termasuk
menentukan nadzirnya melalui persetujuan PPAIWafj Pembuat Akta

Ikrar Wakaff®

% Muhammad Daud Ali, System Ekonomi Islam, Zakat dan Wakbh-
press,Jakarta,1989.him.93
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C. Tujuan dan Fungs Wakaf
Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan &etadjikan, baik

yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tupeam pilihannya, baik
tujuan umum maupun khusus.
1) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf meimilikgsi
sosial. Allah memberikan manusia kemampuan darkteargang beraneka
ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi damgkungan yang berbeda
diantara masing-masing individu. Ada yang miskew& cerdas, bodoh, kuat
dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. &m Allah memberikan
kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskang cerdas
membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yargah. Yang
demikian merupakan wahana bagi manusia untuk micdakikebajikan
sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sghingteraksi antar
manusia saling terjalif.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sems memberi
pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaraa kakayaan. Ada
pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada jyang bersifat sukarela
(sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dajuadayang sekedar memberi
manfaat (tidak paten). Namun demikian yang palitegna dari semua cara

tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetdamggeng, dengan sistem

30 Muhammad Abid Abdullah Al-KabsHukum WakafDepok : [IMan Press, 2004,
him. 83
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yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulatapexrakaf yang menyimpan
fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudian.
Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan pamgat
penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan peogegan sumber daya
manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untulartuperbuat baik,
semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksudiri'sy Islam,
diantaranya :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untulakestan hamba
pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut adingebab keselamatan,
penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untulaisipasi dalam
kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikam merupakan bukti
partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memeliharaejadderaan
orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang kafkam harta
bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anakennya, sebagai
cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, vyaitu terjadi jika ada seaagr yang
ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yaeganggungnya, seperti
seorang perantau yang jauh meninggalkan keluargag@h sarana wakaf, si

wagjif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuangrorang tersebdt.

3Libid, him. 84
%2 0p., cit him. 85
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Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang alvdkasal 4
menyatakan bahwa :

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakabtsdsngan fungsinya.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah :
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaliai dengan
tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa

wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekorharta benda wakaf
untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan &bgsjaan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan PasaU5SNo. 41 Tahun
2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptamgmaalan prasarana bagi
kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahtdvaeama baik dalam hal
ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dengan demikmang yang
kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tartplkesejahteraannya
dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang yaimtapat menggunakan
benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapagambil manfaatnya.

Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa keberaddamidan umatnya
menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimanatiriiiah dalam QS.Al-
Anbiya’ ayat 107 sebagai berikiit:

¢cOoefgno eRO >OOO%HR®RAGOL Zo 4460
D E I 2o 0 OREORDoHN e

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkentuk (menjadi)
rahmat bagi semesta aldfm.

% Depag RITanya Jawab KHIDepag, Jakarta,1997. him. 508
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M acam-M acam W ak af

Bila ditinjau dari segi peruntukan wakaf, maka |legéd wakaf doktrin
hukum Islam, ada dua macam (bentuk) wakaf yanghdikéengan istilah;
. Wakaf Ahli

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakiafiskis, yang
dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditajukepada orang-orang
tertentu, seseorang atau terbilang, baik keluargqif maupun orang lain.
Wakaf seperti ini disebut wakdbzurri. Jenis wakaf ahldzurri kadang-
kadang juga disebut wakafal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi
kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkunganugkgh (family),
lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam diblemaberdasarkan
Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nistlari Anas bin Malik
tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepadank&erabatnya.
Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

dae (s Ul Baall gl Leandd G Y1 Ledans ) ) s, Lol B Lo Canans B
Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang teasbebut. Saya
berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepadsargal
terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk gahaarga
dan untuk anak-anak pamannya.
Wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali karenawaqif akan mendapatkan

dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah welafjuga kebaikan dari

silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harékaf. Tetapi, untuk

3 yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Quranar@em PT. Tanjung mas
Inti, 1992, him.508
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mengantisipasi punahnya keluarga penerima hartafw@nak cucu) dan
harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengdndesta berstatus hukum
jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli isebutkan bahwa wakaf ini

untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin.

. Wakaf Khairi

Praktek wakaf khairi dalam kehidupan masyarakatrmbk dengan
istilah wakaf sosial. Dikatakan demikian, karenaifani diberikan oleh si
wagif agar manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan aragpt secara
umum, tidak oleh orang-orang tertentu saja. Sepagawakafkan tanah untuk
mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun vyamagiliya dapat
dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dargagbm>°

Berdasarkan bentuk manajemannya, wakaf dibagi mergepat
macam:

1. Wakaf dikelola olehwagif sendiri atau salah satu ketutunannya, yang
kategori orangnya ditentukan olefaqif.

2. Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjwkaqif mewakili suatu
jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam madjidana hasil
wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.

3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakmanunjuk
seseorang untuk memanag wakaf tersebut. Ini biasaerjadi pada

benda wakaf yang berusia puluhan atau ratusan.tahun

% DepagFikih Wakaf op.cit. him. 221-222



44

4. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini munde#lakangan,
terutama setelah terbentuknya Kementrian Wakaf pawdsa Turki
Utsmani atau pada pertengahan abad ksembilan belas.

Berdasarkan keadaaraqif, wakaf bisa dibagi menjadi tiga macam:

1. Wakaf orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan olenapsahabat yang
kaya atau paling tidak mereka yang memiliki tanah perkebunan.

2. Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan psmatau hakim.
Penguasa mewakafkan tanah dan perkebunan milik rpeaie yang
hasilnya untuk pembangunan lembaga pendidikan tsapembangun
sekolah, perpustakaan umum dan universitas.

3. Wakaf yang dilakukan olelvaqif atas dasar wasizt.

Sedangkan berdasarkan batas waktunya, wakaf tenbagjadi dua
macam:

1. Wakaf Abadi yaitu apabila wakafnya terbentuk bargmgmg bersifat
abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanaltayaharang bergerak
yang ditentukan olelwaqif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana
sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuakafyasedangkan
sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganiskkannya.

2. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakablexupa barang
yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa mengy@mat untuk

mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara jigga dikarenakan

3 H.Muhyiddin Mas Ridaop.cit him. 20
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oleh keinginarwagqif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan

barangnya®’

3" H.Muhyiddin Mas Ridaibid. him. 161



